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AGUS AFIT MANANGIN. S2118077. PERAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui peran kepala daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Hasil dari penelitian ini adalah :
[image: ](1) Peran kepala daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan simpulan yang fluktuatif dari berbagai sub indikator diantaranya pengambilan keputusan kepala daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya, membangun tim oleh kepala daerah menunjukkan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi, pemberian motivasi kepada pegawai menunjukkan sudah cukup optimal. (2) Faktor yang mendukung dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu penegakan hukum menunjukkan sudah sesuai dengan kaidah regulasi yang berlaku, transparansi menunjukkan sudah cukup optimal. (3) Faktor yang menghambat dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu partisipasi menunjukkan belum berjalan dengan optimal karena masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, daya tanggap menunjukkan belum maksimal hal ini berdasarkan tanggapan dari masyarakat yang menyoroti disiplin kerja pegawai saat jam kerja masih berlangsung.


Kata kunci: peran kepala daerah, good governance
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ABSTRACT


AGUS AFIT MANANGIN. S2118077. THE ROLE OF THE REGIONAL HEAD IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

[image: ]The aims of this study are: (1) to find the role of the regional head in realizing good governance in North Bolaang Mongondow Regency, (2) to investigate the factors supporting and hindering the realization of good governance. This study is descriptive qualitative. There are seven informants in this study. The results of  this study are: (1) the role of the regional head in realizing good governance in North Bolaang Mongondow Regency can be seen from various sub-indicators such as the regional head's decision making has been running as it should, team building by the regional head shows that it is following the tasks and function,  and the regional head in motivating the apparatus is quite optimal. (2) the factors supporting good governance in North Bolaang Mongondow Regency are law enforcement that follows applicable regulatory rules and optimal transparency.
(3) The inhibiting factors in realizing good governance in North Bolaang Mongondow Regency are participation has not been running optimally because the community is not involved in development planning and responsiveness is not maximized based on responses from the community that highlight apparatus work discipline when working hours still take place.

Keywords: role, regional head, good governance
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[bookmark: _bookmark0][bookmark: _bookmark1]BAB I PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark2]Latar Belakang

Masalah kepemimpinan di dalam suatu organisasi sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Proses kegiatan- kegiatan dalam setiap program maupun kebijakan yang berlaku dalam organisasi tidak luput dari keberhasilan pemimpin memberikan arahan , motivasi kepada pegawai, demikian pula dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran aturan organisasi atau pegawai yang bekerja tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebagai seorang pemimpin dianggap sebagai penanggung jawab atas segala proses yang berlangsung dalam organisasi. Untuk itu seorang pemimpin harus mempunyai kreatifitas yang tinggi untuk menjadikan hubungan dalam organisasi berjalan dengan selaras dan harmonis. Dengan harapan terwujud sebuah organisasi yang dapat memberikan pelayanan maksimal agar pengelolaan organisasi yang baik. Dalam organisasi pemerintah dikatakan sebagai pemerintahan yang baik atau disebut Good Governance.
Pemerintahan yang baik atau disebut Good Governance menjadi trending menjadi pembincangan dalam bermacam kalangan yang membahas tentang bagaimana mengelola pemerintahan, yaitu yang bermuara kepada pemerintahan yang baik.
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Isu tentang pemerintahan yang baik, lebih terdengar dibahas pada saat terdapat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah. Gaung Good Governance semakin gencar dibahas pada saat kekecewaan masyarakat pada system pengelolaan pemerintahan lebih khususnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak transparan, tidak akuntabel,tidak efesien dan tidak efektik dalam pelaksanaannya.
Dalam prinsip Good Governance partisipasi masyarakat  dikedepankan, setiap warga Negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Paartisipasi masyarakat ini termasuk juga perumusan perumusan kebijakan yang memerlukan dukungan yang berhubungan dengan sumber hokum. Transparansi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil sangat diperlukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam penerapan Good Governnance untuk lebih efektifnya sangat membutuhkan figure pemimpin yang bertanggungjawab, jujur untuk dapat mewujudkannya, karena hal ini sangat mempengaruhi kebijakan pemimpin dalam pengelolaan pemerintahan. Namun hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi akibat pemimpin tidak dapat menjalankan amanah pemerintahan dalam kepemimpinannya.
Sebagaimana dalam Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini peran Kepala Daerah dalam mewujudkan good governance masih menghadapi kendala yang kurang mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kendalanya adalah minimnnya kreativitas dari pihak
 (
2
)



pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Melalui aset – aset Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun demikian kendala – kendala tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.
Salah satu tuntutan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini yaitu pemimpin diharapkan bias mewujudkan pemerintahan yang baik didaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui kepemimpinan kepada daerah yang dapat menjalan Good Governance. Pemimpin yang diharapkan bias membawa daerah menuju perkembangan daerah dan dapat mensejahterkan masyarakat.
Berdasarkan apa yang telah di jelaskan dalam latar belakang diatas ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Peran Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”
1.2 [bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark3]Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Kepala Daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan

good governance.



1.3 [bookmark: _bookmark4][bookmark: _bookmark4]Tujuan Dan manfaat penelitian

1.3.1 [bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark5]Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang Peran Kepala Daerah dalam Mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
1.3.1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini untuk :

· Mengetahui Peran Kepala Daerah dalam Mewujudkan Good governance

di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

· Mengetahui faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan good governance
1.3.2 [bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark6]Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan mnjadi dua, yaitu :
1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai tata cara serta strategi pencapaian pemerintah yang baik atau “Good governance”



1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan bagi kepala daerah di guna mewujudkan pemerintahan yang baik “good governance”





[bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark8]BAB  II KAJIAN TEORI

2.1 [bookmark: _bookmark9][bookmark: _bookmark9]Konsep Peranan Pemimpin

Davis dan Newstrong, (1991 :15), mengartikan peran (Role) adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain.
Menurut Kotler dan Armstrong (2008:193), mengartikan motivasi (dorongan) adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut motivasi merupakan hal terpenting dalam pengelolaan organisasi. Sebab, orang – orang mau melaksanakan pekerjaan dengan baik apabila telah termotivasi.
Menurut Sedarmayanti (2009:6) memberikan arti good dalam good governance mengandunf hal pengertian sebagai berikut :
1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemanpuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembengunan berkelanjutan dan keadilan sosial
2. Aspek fungsional dari kepemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini , good governance berorientasi pada :
a. Orientasi ideal, Negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional,. Organisasi ini bertitik tolak pada domokratisasi dalam
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kehidupan bernegara dengan elemen konstitusinya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) di pilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, asocciability (Akuntabilitas), securung of human rights, autonomy and devolucion of fower, dan assurance of civilian control.
b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efesien dalam memlakukan upaya mencapai tujuan nasionanl. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kopentesi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik secara adminitratif berfungsi secara efektif dan efesiensi.
Kemudian Menurut Natakusuma (2007:32) mengatakan bahwa good governance atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatyan menyangkut pengaturan Negara yang di ciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelku-pelaku penting dalam Negara., agar semua pihak merasa memiliki tatapengaturan pemerintahan . Tampa kesepakan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.
 (
10
)



2.2 [bookmark: _bookmark10][bookmark: _bookmark10]Konsep Kepala Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Daerah

2.2.1 [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark11]Konsep Kepala Daerah

Berdasarkan Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyangkut pengertian kependudukan tugas dan fungsi kepala daerah, pada pasal 24 disebutkan sebagai berikut :
· Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah yang disebut kepala daerah.
· Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota
· Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah
· Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota
· Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(20) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan didaerah yang bersangkutan.
2.2.2 [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark12]Kedudukan Kepala Daerah

Kepala daerah berkedudukan sebagai wakil pemerintah disetiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam kedudukannya kepala daerah provinsi disebut gubernur bertanggung jawab kepada presiden, untuk wilayah kabupaten yang disebut bupati dan kota yang disebut walikota dapat bertanggung jawab kepada gubernur.



2.2.3 [bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark13]Tugas Kepala Daerah

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 pasal tentang tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :
· Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan DPRD;
· Mengajukan rancangan Perda;

· Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

· Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk di bahas dan ditetapkan bersama;
· Mengupayakan terlaksana kewajiban daerah;

· Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
· Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perauturan perundang – undangan.
2.2.4 [bookmark: _bookmark14][bookmark: _bookmark14]Fungsi Kepala Daerah

Fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sendiri utrusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah



dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.4 [bookmark: _bookmark15][bookmark: _bookmark15]Konsep Good Governance

2.4.1 [bookmark: _bookmark16][bookmark: _bookmark16]Pengertian Good Governance

Dalam buku Dr. Fatma Ngabito Work Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggra manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik dan administrative, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and politikial frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. United Nations Development Program (UNDP) (1997) mendefinisikan governance sebagai berikut; “governance is the exercise or economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social, sohesion, integration, and enusurethe well-being of ther population”. (kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan  dibidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).
Adapun 10 prinsip yang dikemukakan oleh asosiasi pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia (APEKSI) yaitu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut :
1. Partisipasi



Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakkan hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai – nilai hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak – pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Daya tanggap

Miningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terahadapo aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Artinnya, pemerintah harus membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan.
6. Wawasan kedepan



Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah.
7. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Artinya seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada masyarakat.
8. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Untuk itu berbagai bentuk dan jenis pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perllu dipublikasikan kepada masyarakat.
9. Efisiensi dan efektifitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga – lembaga yang bergerak dibidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan



efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa.
10. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi professional yang dapat secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kontek ini perlu didukung sebuah mekanisme penerimaan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian staf yang wajar
2.4.2 [bookmark: _bookmark17][bookmark: _bookmark17]Penyangga Governance

Adisasmita (2011 ; 22) dakam buku Dr. Fatma Ngabito mengatakan bahwa governance memiliki tiga penyangga, yaitu ekonomi, sosial, dan administrasi. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making proces) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interkasi diantara peneyelenggaraan ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, powerty, dan quality of life (mewujudkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik). P0olitikal goernance adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative governance adalah system implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, instusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (Negara atau pemerintah), private sector (sector swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.



2.4.3 [bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark18]Prinsip-Prinsip Penerapan Good Governance

Adisasmita (2011 ; 38) dalam buku Dr. Fatma Ngabito menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance adalah : a) Transparansi, yang diindikatornya yaitu: penyediaan informasi secara terbuka, adanya jaminan kemudahan informasi, menggunakan system antri dalam pelayanan serta penempatan pegawai berdasarkan keahlian. b) Akuntabilitas, yang indikatornya yaitu: adanya kebijakan yang tepat, memperbaiki kualitas kerja, bertanggung jawab, serta merespon keluhan masyarakat. c) Efisien dan efektivitas, yang indikatornya yaitu: menjamin terselenggaranya pelayanan, pemanfaatan waktu, dan pelayanan yang tepat. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal.
Sedarmayanti (2009 : 6) memberikan arti good dalm good governance

megandung hal pengertian yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.



2.4.4 [bookmark: _bookmark19][bookmark: _bookmark19]Pelaksanaan Good Gvernance Dalam Pelayanan Publik

A. penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah, selama ini didasarkan pada paradigm rule government (pendektan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan keijakan dan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyadarkan atau berlindung pada peratran atau perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas, dewasa ini cendrung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimilikinya (kepentingan pemerintahan daerah), dan kurangnya memperhatikan prosesnya.
Widiatmoko 2007 : 9 dalam buku Dr. Fatma Ngabito mengatakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menurut pardigma Good Governanc, dalam proesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigm Good Governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan atau kebijakan senantiasa menegedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik dilingkungankan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah



pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelanyanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Esensi kepemrintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan public yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keluasan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan public. Kebijakan pelayanan public di era otonomi daerah sangat srategi dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan public memiliki nilai strategi dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan .
B. Pelayanan Publik

Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan public menjadistrategis, dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. LAN (2006 : 21) salah satu pertimbangan mengapa pelayanan public menjadi strategis dan prioritas untuk untuk ditangani adalah karena dewasa ini penelenggaraan pelayanan public sangat buruk sebab signifikan dengan buruknya	penelenggaraan	good	governance.	Dampak	pelayanan	public yangbburuk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidak puasan dan ketidak percayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayana public, mengidentifikasikan kinerja manajemen kepemrintahan yang kurang baik.
Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai factor, anatara lain : ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan,



pimpinan manejerial atas menegah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk bersam-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk memdapatkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas peayanan public. Contoh : banyak pemerintah daerah gagal dan tidak optimal melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu tahap (seperti: Jembrana, Solo, Sragen, dan daerah lainnya).
LAN 2006 : 23 dalam Dr. Fatma Ngabito, paradigm good governance, dewasa ni merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dan membutuhkan semangat pemerintahan daerah untuk memperbaiki dan meingkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah, guna menigkatkan kualitas public. Banyak pemerintahan daerah yang telah mengambil langkah-langkah positif didalam menetapkan kebiakan peningkatan kualitas pelayanan public berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Paradigm good governane menjadi relevan dan menjwai kebijakan pelayanan public diera otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, prilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan public yang berkualitas.



2.6 [bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark20]Teori Kepemimpinan

2.6.1 [bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark21]Teori sifat

Northouse (2013), menuliskan bahwa perpektif sifat menyatakan, individu tertentu memiliki sifat atau kualitas alamiah khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin. Pendekatan sifat ilmiah yang membedakan mereka dari orang
· orang yang bukan pemimpin. Lebih lanjut Northouse mengidentifikasi sifat kepemimpinan yang utama, yaitu :
· Kecerdasan

· Keyakinan diri

· Ketekunan

· Integritas Kemampuan bersosialisasi
2.6.2 [bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark22]Teori Perilaku

Kotter (2011:77) menyatakan bahwa perilaku yang mempengaruhi merupakan tindakan yang cepat yang berfokus pada masalah penting. Gencar melakukan inisiatif – inisiatif yang dibutuhkan atau bekerja sama dengan inisiatif orang lain, mendorong untuk mencapai tujuan yang lebih abisius meskipun ada rintangannya, serta mencoba untuk mencapai kemajuan setiap harinya.
2.6.3 [bookmark: _bookmark23][bookmark: _bookmark23]Teori Kontijensi atau Situasi

Northouse (2013:84) menuliskan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi perintah dan pemberian dukungan. Masing – masing dimensi itu diterapkan secara tepat disituasi tertentu.



2.6.4 [bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark24]Teori Kharismatis

Ukuran untuk menilai seseorang yang memiliki charisma, tidak hanya dilihat dari usia, penampilan fisik, keadaan kesehatan, agama, status social/keluarga, latar belakang pendidikan, atau nilai kekayaan yang dimilikinya misalnya, seorang yang diberi kepercayaan dan terpilih menjadi pemimpin Negara karena memiliki charisma yang tinggi. Bila dilihat dari situasi pemimpin tersebut memiliki kepribadian yang sederahana, tidak memiliki harta yang banyak, dan tidak memiliki fisik yang dibanggakan. Namun, sulit dijelaskan mengapa banyak masyarakat yang begitu simpatik, kagum, suka dan menganggungkan pemimpin tersebut, serta memilihnya untuk menjadi pemimpin suatu Negara.
2.6.5 [bookmark: _bookmark25][bookmark: _bookmark25]Gaya Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional yaitu :

a. Pengaruh Good Governance Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional yaitu sebagai upaya untuk membentuk, mewujudkan, serta meningatkan kepercayaan public kepada pemerintah diperlukan tata kelola pemerintah yang baik, dikelola secara partisipatif dan berdampingan antara masyarakat dengan pemerintah (Keshi Widjajanti dan Eviatiwi Kusumaningtiyas Sugyanto 2015 dalam buku Dr. Fatma Ngabito).
b. Pengaruh Good Governnce dan Gaya Kepemimpinan Transformasional.

Merujuk pada data hasil penelitian, variable good governance secara emperik berpengaruh positif dan signifitan terhadap gaya kepemimpinan transformasional. Penerapan indicator Good Governance adalah efisien dan efektivitas memiliki nilai mloading factor yang paling rendah,



penerapan efisien berupa menjadi terselenggaranya pelayanan. Pemanfaatan waktu belum efektif dan efisien. Pelayanan yang tepat dengan berbagai prosedur dan tahapan yang menyultkan masyarakat. Indicator Good Governance yang mampu menggerakan pemimpin untuk melaksanakan kepemimpinan transformasional adalah akuntabilitas. Penerapan Good Governance berupa transparansi, efisiensi dan evektifitas serta akuntabilitas mampu mendorong pimpinan melaksanakan atau memberikan perhatian secara individual kepada pegawai dalam bentuk perhatian serta memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pegawai. Selain itu pimpinan juga mampu mestimilasi intelctual pegawai dalam bentuk mendorong kreativitas serta memotivasi untuk selalu inovatif dalam bekerja. Dorongan motivasi agar pegawai bersemangat bekrja dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. Pimpinan mampu bertindak sebagai panutan pegawai, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan standar mutu yang telah ditetapkan. Widitmoko 2007 : 17 dalam buku Dr. Fatma Ngabito menyatakan bahwa meningkatkan kualitas pelayanan public, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manager dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Perubahan signifitan pelayanan public, akan dirasakan manfaatnya oleh masyaraat dan dan berpengaruh terhadap menigkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.



2.7 [bookmark: _bookmark26][bookmark: _bookmark26]Implementasi Kebijakan

Menurut Amir Santoso, “Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab – sebab keberhasilan/kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai factor – factor yang mempengaruhinya. (Amir Santoso, 1989:8)
2.8 [bookmark: _bookmark27][bookmark: _bookmark27]Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada skema kerangka pemikiran berikut ini :
Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Pikir
 (
Teori Mulyadi (2010:113) peranan pimpinan :
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[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29]BAB III METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _bookmark30][bookmark: _bookmark30]Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran factual mengenai peran kepala daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.2 [bookmark: _bookmark31][bookmark: _bookmark31]Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan pertimbangan karena peran Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Tempat penelitian pada Kantor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.3 [bookmark: _bookmark32][bookmark: _bookmark32]Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah untuk mengetahui peran kepala daerah dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini dapat dilihat melalui :
1. Optimalisasi peran Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, indikator yang dipakai adalah :
a. Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan
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Pimpinan sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggungjawab hasilnya dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia seharusnya tidak dapat menjadi pemimpin.
b.Peranan Pimpinan dalam Membangun Tim

Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menyukseskan tujuan bersama kelompok organisasi atau masyarakat. Tujuan dari pembentukan tim disini adalah membangun unit kerja yang solid yang mempunyai identifikasi keanggotaan maupun kerja sama yang kuat.
c. Peranan pimpinan dalam pemberian motivasi

Didalam suatu organisasi, khususnya birokrasi pemerintahan dijalankan oleh para pegawai dengan menunjukkan berbagai macam kinerja khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Secara fisikologis, kinerja yang ditunjukkan oleh para pegawai salah satunya dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan yang ada.seorang pemimpin dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan – keinginan dari hasil pekerjaannya.
2. faktor – faktor yang mendukung dalam mewujudkan good governance.

a. Partisipasi

mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara lansung maupun tidak langsung
 (
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b. Penegakan hukum

mewujudkan adanya penegakan hokum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.
c. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjalin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
e. Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Artinya, pemerintah harus membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan.
3.4 [bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark33]Sumber Data


1. Data primer : Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan
2. Data sekunder adalah data yang memang sudah ada di tempat penelitian.

3.5 [bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark34]Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



1. Observasi ; Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian
2. Wawancara ; Teknik pengumpulan data ini adalah melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca buku, surat kabar, dokumen – dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan mewujudkan good governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.6 [bookmark: _bookmark35][bookmark: _bookmark35]Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu :
1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah-milah data yang dikumpulkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. Dan apabila data yang dikumpulkan dianggap belum valid, proses ini dilakukan berulang kali sampai data yang dikumpulkan dianggap valid.
2. Penyajian data

Penyajian data yaitu, data yang telah melalui proses reduksi data disajikan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

 (
Pengumpulan
Data
Penyajian Data
Reduksi Data
Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan
)

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid sudah melalui konfirmasi kebenaran data. Disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini :



















3.7 [bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark36]Informan Penelitian

Dalam penelitian Sugiyono menyetakan bahwa “penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data. “Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan terdiri dari :



· 1 orang Kepala bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
· 1 orang Sekertaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

· 1 orang Kepala sub bagian Ketatalaksanaan di Bidang organisasi Setda.

· 1 orang Kepala sub bagian Kelembagaan di bidang Organisasi Setda.

· 1 orang Kepala sub bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur.

· 2 orang Staf bagian tata pemerintahan.





[bookmark: _bookmark37]BAB IV

[bookmark: _bookmark38]HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



[bookmark: _bookmark39]4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian















[image: ]
Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan

masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keberagaman budaya itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Apbila tidak dikelola dengan baik, aspek sosial budaya yang didalamnya termasuk keberagaman status sosial dan juga pola budaya akan dapat mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan sosial, bahkan pecahnya konflik sosial. Namun, apabila dibina dan dikelola dengan baik, keragaman sosial dan budaya akan menjadi suatu kekuatan atau potensi dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat daerah, maupun nasional.
Dalam konteks untuk menganalisis potensi daerah dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah di Bolaang Mongondow Utara, maka aspek

28




sosial dan budaya yang seirama dengan bentuk kearifan lokal masyarakat pada umumnya diimplemantasikan dalam pola kehidupan bersama antar masyarakat seperti budaya tolong monolong, hubungan kekeluargaan dalam pembangunan desa, dan sebagainya merupakan nilai dari kekayaan budaya daerah ini. Selain itu, kondisi objektif masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari beragam etnis dan budaya merupakan sebuah tanda diversitas etnis, budaya, bahasa, agama yang kompleks.
Berdasarkan data mengenai jumlah dan kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014, terlihat jumlah  penduduk  tertingga  terdapat  di   Kecamatan  Bolang  Itang  Barat,  yaitu
14.382 jiwa atau sekitar 20,1% dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu jumlah penduduk di Kecamatan Sangkub sebanyak 9.164 jiwa merupakan jumlah penduduk paling sedikit atau hanya sekitar 12,8 dari total jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun demikian, apabila jumlah penduduk pada tiap kecamatan ini dikonversi ke dalam tingkat kepadatan penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kaidipang menduduki tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 154,3 jiwa/km2, sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sangkub menduduki tingkat
kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 16,1 jiwa/km2.

A. Sejarah Terbentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

a. Cikal Bakal


Diilhami Dari Kebijakan Pemerintah Dengan Dikeluarkannya Undang- Undang Nomor.22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-
 (
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Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Maka Upaya Pemekaran Wilayah Di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Menjadi Suatu Hal Yang Wajar Dan Rasional Untuk Dilaksanakan . Respon Masyarakat Dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah Tersebut Tidak Boleh Dipandang Sebagai Suatu Pembangkangan Struktural Ataukepentingan Sekelompok Orang, Tetapi Hal Ini Harus Ditangkap Sebagai Suatu Kearifan Hati Nurani Rakyat Oleh Siapapun Termasuk Para Penentu Kebijakan, Sepanjang Itu Masih Dalam Koridor Hukum Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Kehendak Rakyat Tersebut Muncul Karena Oleh Gagasan Yang Sangat Objektif Sehingga Dikaji Secara Objektif Pula Tentang Prospek Pengembangan Wilayah Yang Berada Dikecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna Dan Sangkub Sebagai Daerah Otonom Baru, Yang Memanjang Dari Arah Timur Kearah Barat Yang Sesungguhnya Memiliki Potensi Alam Yang Memadai Sebab Secara Topografis Keenam Kecamatan Ini Dikelilingi Oleh Tanah Dataran Rendah Yang Sangat Luas Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Sumber Pendapatan Sekaligus Sebagai Sentral Produksi Pertanian Meliputi Daerah Persawahan Dan Perkebunan, Serta Daerah Pegunungan Dan Hutan Yang Luas Dan Produktif Untuk Dikelola Secara Profesional Gunamenunjang Perekonomian Masyarakat. Disebelah Utara Ada 2 Budaya Serta Peradaban Yang Sangat Tinggi.

Kesemua Instrumen Diatas Telah Mendorong Semangat Masyarakat Untuk Beraspirasi Membentuk Daerah Otonom Baru Dengan Tekad Meraih



Kesejahteraan, Memaksimalkan Pelayanan Pada Masyarakat Serta Doakan Secara Layak, Wajar Dan Amanah. Dilatar Belakangi Oleh Semangat Perubahan Dan Dengan Izin Tuhan Yang Maha Esa Maka Pada Tanggal 30 Desember 1999 Bertempat  Di  Desa  Bigo   Kecamatan   Kaidipang   Dirumah   Kediaman   Bapak Kapten Purnawiran Polisi Isma Rahman , Atas Prakarsa Tokoh-Tokoh Pemuda, Antaralain: Faisal Husin, Drs. Nelson Lalisu, Drs. Asripan Nani, Muhidin Gumohung Terjadilah Tatap Muka Seluruh Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Berasal Dari Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Dan Kecamatan Kaidipang.Pertemuan Tersebut Membedah Tentang Peluang Pemekaran Daerah Setelah Lahirnya Uu No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Dari Pertemuan Itumenghasilkan Kesepakatan Antara Lain:

1. Membentuk Daerah Otonom Baru Yang Terdiri Dari Tiga Kecamatan Yaitu: Kecamatan Kaidipang, Bolangitang Dan Bintauna.
2. Penyebutan Nama Daerah Otonom Baru Yaitu Binadow, Yang Merupakan Akronim Dari “Bi = Bolangitang, Na = Bintauna, Dow = Kaidipang“.
3. Membentuk Komite Untuk Mengorganisir, Merencanakan Bentuk Perjuangan Rakyat Sampai Terbentuknya  Daerah  Otonom  Baru Binadow. Yang Terdiri Dari: LH Humokor, RP Harundja, Hirota Pontoh, Ir. Sardianto Ponongoa, Alison Patadjenu Dan Drs. Asripan Nani. 3 Komite Tersebut Kemudian Segera Usai Langkah-Langkah Persiapan Untuk Menyusun Agenda-Agenda Yang Bersifat Penting Yaitu:



· Melakukan Sosialisasi Dan Rasionalisasi Ide Kepada Seluruh Masyarakat Tentang Arti Pentingnya Daerah Otonom Baru Binadow.
· Melakukan Komunikasi Yang Bersifat Aspiratif Kepada Pemerintah Daerahbolaang Mongondow
· Melaksanakan Deklarasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Binadow Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2000.

Maka Tepatnya Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2000 Di Lapangan Boroko Kecamatan Kaidipang Dilaksanakan Apel Akbar Masyarakat Binadow Untuk melakukan Deklarasi Pembetukan Kabupaten Binadow.

Sejak Dideklarasikan Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2000, Komite Pembentukan Kabupaten Binadow, Bersama Dengan Elemen Masyarakat, Mahasiswa Dan Pemudabahy Membahu Untuk Menggabungkan, Dan Penggalian Gagasan Guna Merasionalkan Aspirasi Untukmewujudkan Perjuangan Rakyat Binadow.

Di Tengah Keanekaragaman Pendapat Masyarakat Bolaang Mongondow Tentang Pemekaran Daerah, Komite Terus Berjuang, Kerja Semakin Terfokus, Hal Ini Disebabkan Begitu Derasnya Aspirasi Masyarakat Binadow Dalam Membentuk Daerah Baru Sebagai Peluang Untuk Keluar Dari Lilitan Pemarjinalan Keterbelakangan Dan Kemiskinan.

Tiga Tahun Sejak Deklarasi Maka Pada Tanggal 15 Februari 2003 Diperingati Detik-Detik Deklarasi Kabupaten Binadow Ke-3 Dilapangan Inomasa



Bintauna. Seiring Dengan Kebutuhan Percepatan Dan Pemekaran Daerah Maka, Masyarakat Binadow Beraspirasi Untuk melakukan Pemekaran Kecamatan Diantaranya Kecamatan Sangkub Sebagai Hasil Pemekaran Kecamatan Sang Tombolang, Kecamatan Boalngitang Timur Sebagai Hasil 4 Pemekaran Kecamatan Bolangitang Dan Kecamatan Pinogaluman Sebagai Hasil Pemekaran Dari Kaidipang.

Dalam Pelaksanaan Peringatan Detik-Detik Deklarasi Kabupaten Binadow Ke-3 Dilapangan Inomasa Bintauna Itulah Kecamatan Sangkub Sebagai Hasil Pemekaran Kecamatan Sang Tombolang Menyatakan Bergabung Dengan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Binadow. Hal Ini Dengan Tegas Disampaikan Oleh Tokoh Pemuda Kecamatan Sangkub Saudara Subhan Hasan, Sehingga Calon Kabupaten Binadow Yang Sebelumnya Terdiri Dari 3 (Tiga) Kecamatan Menjadi 6 (Enam) Kecamatan Yaitu Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna Dan Sangkub.

Dalam Pelaksanaan Peringatan Detik-Detik Deklarasi Kabupaten Binadow Ke-3 Dilapangan Inomasa Bintauna Itulah Kecamatan Sangkub Sebagai Hasil Pemekaran Kecamatan Sang Tombolang Menyatakan Bergabung Dengan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Binadow. Hal Ini Dengan Tegas Disampaikan Oleh Tokoh Pemuda Kecamatan Sangkub Saudara Subhan Hasan, Sehingga  Calon Kabupaten Binadow Yang Sebelumnya Terdiri Dari 3 (Tiga) Kecamatan Menjadi 6 (Enam) Kecamatan Yaitu Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna Dan Sangkub.



Demikian Halnyadalam Pelaksanaan Peringatan Detik-Detik Deklarasi Kabupaten Binadow Ke-3 Dilapangan Inomasa Bintauna Ini Juga, Telah Disetujui Penyempurnaan Presidium Sebelumnya Yang Kemudian Melahirkan Dewan Presidum Pemekaran Kabupaten Binadow, Yang Diawali Dengan Terbentuknya Tim 9 (Sembilan) Yang Bertugas Untuk melakukan Penyesuaian Komposisi Presidium. Tim 9 (Sembilan) Terdiri Dari:

1. J .A. PONTOH

2. SARDIANTO PONONGOA

3. FAISAL HUSIN

4. ABDUL MUTOH Dg. MULISAH, S.Pd

5. BENYAMIN UTUSAN

6. UON PONAMON (ALMARHUM)

7. SURIANSYAH KOROMPOT, SH

8. SARTONO DOTINGGULO

9. KAMARUDIN BABAY


Rapat Perdana Tim Sembilan Ini Dilaksanakan Di Desa Bolangitangpada Tanggal

2  Februari  2003  Di  Rumah  Keluarga  Jus  A.   Pontoh   Yang   Menetapkan Drs. Asripan Nani Sebagai Ketua Presidium Binadow, Kemudian Penetapan Tersebut Ditinjau Kembali Karena Pertimbangan  Tempat  Tugas  Dan  Studi  Drs. Asripan Nani Maka Pada Saat Perayaan Detik-Detik Deklarasi Ke-Iii 5 Pada Tanggal 15 Februari 2003 Dilapangan Inomasa Bintauna Tim Sembilan Menyempurnakan  Kembali  Nomenklatur  Komite  Pembentukan  Binadow  Dan



Menetapkan Moh.Iriyanto Christoffel Buhang, S.Sos Sebagai Ketua Umum Dan Drs. Asripan Nani Sebagai Sekretaris Umum. Serta Memberikan Mandat Sepenuhnya Formatur Dalam Menyempurnakan Struktur Organisasi Presidium Pembentukan Kabupaten Binadow.

1. Hai. HAMDAN DATUNSOLANG

2. NOVAL LAUMA, SE, DEA

3. DR. Hai.TADJUDIN USUP

4. DRS. AB. DJENAAN

5. DEPRI PONTOH

6. KAREL BANGKO, SH

7. DH PONTOH 8.HDH POSANGI

8. DH PONTOH

9. HH POSANGI

10. MOKODOMPIS


Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Mewakili Kecamatan Baik Yang Berdomisili Di Dalam Daerah Maupun Yang Berada Diluar Daerah.

Tahapan-Tahapan Ini Sesungguhnyaadalah Wujud Semangat Dan Antusias Untuk Membentuk Daerah Otonomi Baru, Karena Pada Dasarnya Masyarakat Menyadari Sepenuhnya Benarbenar Merupakan Kehendak Hati Nurani Untuk Menuju Pada Tatanan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur Dan Sejahtera.



B. Proses Terbentuk


Rapat Perdana Persidium Pembentukan Kabupaten Binadow Yang Dipimpin Langsung Ketua Umum Pada Tanggal 17 Februari 2003 Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Antara Lain:

1. Mengoptimalkan Sosialisasi Pembentukan Kabupaten Binadow Kepada Segenap Masyarakat.
2. Melakukan Kunjungan Silaturrahim Ke Daerah-Daerah Yang Memiliki Dasar Penduduk / Masyarakat Binadow.
3. Menyelengarakan Kegiatan Silaturrahmi Nasional Masyarakat Binadow

4. Menghimbau Kepada Masyrakat Binadow Untuk Memasang Papan Yang Tertulis Binadow, Yes. Sebagai Bentuk Kebulatan Aspirasi Dalam Mewujudkan Kabupaten Binadow.

Selang Beberapa Hari Dari Rapat Tersebut Tepatnya Pada Tanggal 25 Februari 2003 Presidium Bersama Tokoh Masyarakat Melakukan Silaturrahmi Dengan Masyarakat Binadow Di Palu Sulawesi Tengah Yang Dilaksanakan Dirumah Keluarga Mohdar Korompot, Ba, Dan Kunjungan Yang Sama Juga Dilaksanakan Di Gorontalo Di Rumah Keluarga Bapak Drs. Hai. Hamdan Datunsolang Sebagai Presidium Dewan Pakar / Penasehat Pembentuk Kabupaten Binadow, Dari Presidium Pertemuan Tersebut Banyak Menerima Gagasan Dan Strategi Perjuangan Untuk Percepatan Terwujudnya Daerah Otonomibaru Binadow, Selanjutnyapertemuan Yang Sama Dilaksanakan Di Kotamobagu Dan Di Manado.



Setelah Selesai melakukan Kunjungan Silaturrahmi Dengan Masyarakat Binadow Di Parantauan, Presidium Kembali Melaksanakan Agenda Penting Yaitu Temu Akbar Nasional Masyarakat Binadow Tepatnya Pada Tanggal 17 Mei 2003 Di Lapangan Olahraga Boroko, Dari Pertemuan Akbar Tersebut, Berbagai Agenda- Agenda Penting Telah Dibahas Oleh Tokoh-Tokoh Binadow Serta Menghasilkan Beberapa Rekomendasi Yaitu:

1. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pebentukan Dan Penggabungan Daerah
2. Segera Melakukan Komunikasi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Untk Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Binadow Dalam Membentuk Daerah Otonomi Baru.
3. Segera Melakukan Langkah-Langkah Persiapan Termasuk Dengan Pendanaan Untuk Mendukung Setiap Kegiatan Yang Dilaksanakan.

Selesai Pelaksanaan Temu Akbar Nasional Warga Binadow Tersebut, Tepatnya Pada Tanggal 21 Mei 2003 Presidium Bersama Tokoh-Tokoh Masyrakat Melakukan Pertemuan Dengan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Bolaang Mongondow, Pada Pertemuan Tersebut Presidium Telah Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Untuk Membentuk Daerah Otonom Baru Binadow, Pertemuan Yang Sama Juga Dilaksanakan Dengan Bupati Bolaang Mongondow Dengan Agenda Yang Sama Pula, Yakni Menyampaikan Aspirasi Masyarakat.



Sebagai Tindak Lanjut Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Presidium Segerah Membentuk Tim Penyusun Studi Kelayakan Dan Analisa Potensi Wilayah (Proposal) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, Terdiri Timtersebut Dari: Dr Nofal Lauma, Se, Dea, Arter Datunsolang, S.Pd, Sirajudin Lasena, Se, Ak, Suriansyah Korompot, Sh Dan Rudi Buhang. Studi Kelayakan Dan Analisa Potensi Rampung, Maka Pada Tanggal 23 Juni 2003 Presidium Setelah Kembali Melakukan Pertemuandengan Dprd Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Menyerahkan Proposal Sebagai Sebuah Kelengkapan Administrasi Dalam Pembahasan Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Dprd Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru Binadow.

Sejak Diserahkannya Prposal Maka Pertemuan Dengan Dprd Dan Bupati Bolaang Mongondow Sering Dilaksanakan Oleh Presidium Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat.Kegiatan Aksi Turun Kejalan Yang Dilaksanakan Oleh Komponen Masyarakat Dan Mahasiswa Untuk Menuntut Percepatan Terbentuknya Kabupaten Binadow Tak Terhindarkan, Maka Tepatnya Pada Kunjungan Safari Bupati Ramadhan Bolaang Mongondow Dan Gubernur Sulawesi Utara Di Mesjid Baiturrahman Boroko Kecamatan Kaidipang, Bupati Bolaang Mongondow Menyampaikan Kesungguhan Pemerintah Daerah Dalam Menyambutaspirasi Masyarakat 8 Binadow Dalam Membentuk Daerah Otonom Baru, Dan Pada Kesempatan Itupula Bupati Bolaang Mongondow Menyampaikan Permakluman Untuk Meninjau Kembali Penamaan Daerah Otonom Baru Dari Binadow Menjadi Bolaang Mongondow Utara.Untuk Menyampaikan Permakluman Tersebut



Presidium Bersama Tokohtokoh Masyarakat Melaksanakan Rapat Untuk Membahas Usul Perubahan Nama Daerah Otonom Barudan Hasil Presidium Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Menyetujui Untuk Merubah Nama Binadow Menjadi Bolaang Mongondow Utara.

Pada Bulan Nopember 2003 Bupati Bolaang Mongondow Membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Surat Keputusan 343 Tahun 2003, Dengan Ketua Panitia DRS. JAINUDIN DAMOPOLII Dan Dan Koordinator Wilayah Bolaang Mongondow  Utara  DRS. ASRIPAN  NANI, M.Si .

Perkembangan Waktu Dengan Kegigihan Pemuda Dan Masyarakat Bolaang Mongondow Utara Dalam Mewujudkan Aspirasi Membentuk Daerah Otonomi Baru Dan Dengan Kegigihan Komponen Mahasiswa Dan Masyarakat melakukan Kepada Dprd Bolaang Mongondow Untuk Secepatnya Mengeluarkan Rekomendasi, Dan Tepatnya Pada Tanggal 12 Oktober 2003 Rekomendasi Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dikeluarkan Yang Selanjutnya Diikutidengan Respon Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Dengan Surat Gubernur Tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada Menteri Dalam Negeri.

Menyikapi Aspirasi Masyarakat Bolaang Mongondow Utara Dalam Membentuk Daerah Otonom Baru Di Propinsi Sulawesi Utara, Maka Pemerintah Pusat Melalui Komisi 2 Dpr-Ri, Tepatnya Pada Tanggal 16 Juli 2004 melakukan Observasi Di Wilayah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Yang



Kemudian Pada Tanggal 20 Oktober 2004 Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Dpod) melakukan Kunjungan Yang Sama Untuk melakukan Observasi Wilayah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Setelah Kunjungan Tersebut, Masyarakat Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Semakin Tidak Sabar Menanti Lahirnya Bayi Yang Sejak Lama Di Nanti- Nantikan, Ketidaksabaran Itu Akhirnya Presidium Bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menuju Jakarta Untuk melakukan Pertemuan Dengan Komisi 2 Dpr-Ri, Panitia Ad Hok I Dpd-Ri Dan Dpod, Dalam Pertemuan Tersebut Ketiga Intitusi Negara Itu Berjanji Untuk Segera Melakukan Upaya Percepatan Sampai Disyahkannyaundang-Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dan Hasilnya Baik Komisi 2 Dpr-Ri, Panitia Adhok I Dpd-Ri, Dan Dpod melakukan Kunjungan Untuk Kedua Kalinya Diwilayah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Yaitu, Pada Tanggal 15 November 2005 Kunjungan Panitia Ad-Hok I, Tanggal 12 Juli 2006 Kunjungan Komisi 2 Dpr-Ri Dan Tanggal 24 Juli 2006 Kunjungan Dari Tim Dpod.

Semakin Cepat Waktu Berjalan Rasanya Semakin Tidak Sabar Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Menantikan Lahirnya Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Daerah Yang Diihtiarkanoleh Seluruh Anak Negeri Sebagai Daerah Yang Akan Mengangkat Harkat Martabat, Daerah Yang Akan Membuka Peluang Untuk Maju, Daerah Yang Dicita-Citakan Untuk Membebaskan Dari Pemarjinalan, Kebodohan, Kemiskinan, Dan Sebuah Daerah Yang Akan Menjadikan Semua Warganyadilindungi Tanpa Mengenal Latar



Belakang, Etnis, Agama, Kelas Dan Status Sosial.Pada Prinsipnya Daerah Ini Telah Diniatkan Oleh Masyarakat Akan Menjadi Sebuahanugerah Dan Bukan Cita-Cita Menjadi Petaka Bagi Siapapun Penduduk Asli Negeri Ini.

Dengan Niat Yang Tulus Ikhlas Yang Menyelimuti Semangat Masyarakat Bolaang Mongondow Utara Maka Disela-Sela Adzan Sholat Jum'at Tepatnya Pada Pukul 11.55 Wib Pada Tanggal 6 Desember 2006 Di Ruang Paripurna Dpr- Ri Ketukan Palu Pimpinan Sidang Jatuh Menandakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Syah Menjadi Sebuah Daerah Otonom Baru, Ketukan Palu Itu Sekaligus     Di      Sambut      Histeris      Mencari      Google      Artikel   Teriakan Allahuakbar , Allahuakbar , Allahuakbar Dari Segenap Presidium Yang Menghadiri Ruang Sidang Paripurna Itu. Setelah Pengesahan Di Dpr-Ri Kemudian Di Keluarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Propinsi Sulawesi Utara.

Sesuai Dengan Disyahkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Maka Pada Tanggal 23 Mei 2007 Menteri  Dalam  Negeri Iklan INTERIM WIDODO AS , Melantik Penjabat Bupati Bolaang  Mongondow Utara HR MAKAGANSA, M.Si Sebagai Penjabat Bupati, Maka Sejak Itulah Roda Pemerintah Mulai Dijalankan Sebagai Sebuah Daerah Otonom Baru Menyelenggarakan Pemerintahan Dengan Tugas Sebagai Penjabat Bupati Selama Kurun Waktu + 1 Tahun Maka Untuk Menuju Pemerintahan Definitif Maka Pada Tanggal 8 Juni 2008 Dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Difinitif Periode 2008-2013.



Dari Proses Demokrasi Yang Pertama Dilakukan Untuk Memilih Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Itulah, Maka Terpilih Bupati Dan Wakil  Bupati  Pilihan  Rakyat   Bapak  DRS. Hai. HAMDAN DATUNSOLANG DAN BAPAK DRS. Hi.DEPRI PONTOH , Untuk
Menakodhai Daerah Ini Menuju Sebuah Daerah Yang R AHMATAN LIL ALAMIN, DAN DAERAH YANG BALDATUN TAYBATUN WARABUN GAFUR, AMIN

Demikian    Sejarah    Pembentukan     Kab. Bolaang     Mongondow Utara. Selanjutnya Telah Dilaksanakan Proses Demokrasi Ke- 2 Tanggal 8 Mei 2013 Dan Terpilih Untuk Melanjutkan Roda Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Adalah Bapak Drs. Depri Pontoh Sebagai Bupati Dan Bapak Suryansyah Korompot, Sh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013 - 2018. Dan Selanjutnta Demokrasi Ke – 3 Tanggal 27 Juni 2018 Dan Terpilih Untuk Melanjutkan Roda Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Adalah Bapak Drs. Depri Pontoh Sebagai Bupati Dan Bapak Drs. Amin Lasena, M.AP Sebagai Wakil Bupati Bolaang Mogondow Utara Priode 2018 – 2023.



B. Visi Dan Misi

VISI DAN MISI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MASA JABATAN 2018 – 2023


Visi	:	Mewujudkan	Bolaang	Mongondow	Utara	Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya Dan Berdaya Saing

	Misi
	:
	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang kesehatan;
b) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan menitik beratkan pada peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik;
c) Meningkatkan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan dan peningkatan pendidikan formal maupun non formal.
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good and clean gobernment)






	
	
	a) Meningkatakan	penyelenggaraan	reformasi birokrasi pada segenap tatanan pemerintahan;
b) Mengefektifkan	proses	pelanyana	kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel;
c) Menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat;
d) Memperkuat 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bihneka Tunggal Ika dan NKRI)
3. Mewujudkan daya saing ekonomi rakyat, melalui inovasi produk dan jasa serta industri kreatif berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
a) Mengelolah produk daerah yang berkeunggulan kompetitif (berdaya saing di pasaran regional dan global);
b) Meningkatkan lembaga-lembaga keuangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa sebagai penopang akses modal dan sarana produksi;
c) Memajukan industri pariwisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
d) Menciptakan Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah penghubung perdagangan dan jasa antar
Kota dan antar Provinsi.






	
	
	4. Mewujudkan	pemerataan	pembangunan infrastruktur wilayah yang handal
a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata;
b) Pembangunan infrastruktur secara merata diseluruh wilayah;
c) Menjamin pembangunan berdasarkan pada tata ruang wilayah;
d) Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah untuk meminimalisir kesenjangan sosial
dan ekonomi masyarakat.


C. Struktur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.2 [bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark40]Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Peran Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya peneliti hasil penelitian/wawancara dengan para informan berdasarkan dan didukung oleh berbagai pendapat ahli sesuai pendekatan rumusan masalah, diantaranya:
4.2.1 [bookmark: _bookmark41][bookmark: _bookmark41]Peran Kepala Daerah Dalam Mewjudkan Good Governance Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4.2.1.1 Pengambilan Keputusan

Terkait dengan peranan Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:
“… Proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow Utara tentunya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta seluruh keputusan yang diambil terkait kebijakan pembangunan sudah direncanakan untuk lima tahun kedepan hal ini dilaksanakan secara berkala dari tahun pertama kepemimpinan hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara. Pada akhir masa jabatannya Bupati dan Wakil Bupati semua yang dituangkan pada Visi dan Misi InsaAllah akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Dalam hal pengambilan keputusan seperti yang dijelaskan pada point pertama tadi segala sesuatu yang dilaksanakan pada pengambilan keputusan, kepala daerah dalam hal ini Bupati tentunya selalu menerima seluruh masukan dari berbagai pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah sesuia dengan kebutuhan masyarakat serta tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD). (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah/12 November 2021)


Terkait dengan hal tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat bahwa:



“…Metodenya Mengacuh Dalam RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) Kabupaten dan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang ) Semuanya terkait dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan di Daerah. Iya. Karena Dalam satiap masukan dari para pegawai selalu menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dan kabijkan dalam pembangunan di daerah. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda/12 November 2021)


Ditempat terpisah, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Dan Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga mengomentari terkait dengan RPJMD Daerah, bahwa:
“… Bapak Bupati menurut saya sangat bijak dalam mengambil keputusan, dengan mementingkan kepentingan daerah Bolaang Mongondow Utara, terlihat dari pembangunan di daerah ini sudah sangat baik dari sebelumnya, penerapan metode oleh bapak bupati mencakup seluruh cakupan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, dan ifrastruktur serta perekonomian yang cukup meningkat di daerah kabupaten Bolaang Mongondow utara. Menurut saya Bapak sangat menerima masukan dari berbagai pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pembangunan daerah ini, tentu dengan mempertimbangkan baik buruknya, hal tersebut juga di diskusikan kembali untuk melihat apakah keputusan atau masukan tersebut berkompeten atau tidak untuk dilaksanakan di daerah ini.(Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan Dan Organisasi Setda/14 November 2021)

Disamping itu, Staf bagian Humas yang notabene sangat terlibat dengan aktivitas pekerjaan Bupati menambahkan bahwa:
“… Beberapa metode menurut saya yang Bapak Bupati lakukan dalam pengambilan keputusan di kabupaten ini, antara lain metode pengambilan secara konvensi, dimana para staf bupati berkomitmen untuk memberikan masukan dan mendapatkan solusi secara aktif yang di dukung semua staf dan dapat diterima, metode lainnya yaitu memberikan perintah, Bapak langsung memberikan keputusan dan perintah kepada stafnya.Beberapa masukan menjadi pertimbangan Bapak, tapi tak jarang Beliau sering memberi keputusan dengan pemikirin beliau sendiri. (Wawancara dengan Staf bagian Humas/14 November 2021)



Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan diatas dan didukung oleh pendapat ahli, maka peneliti berkesimpulan bahwa tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatyan menyangkut pengaturan daerah melalui RPJMD harus dijalankan sebagai pedoman Kepala Daerah dalam membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih baik. Untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelku- pelaku penting dalam Daerah misalnya OPD terkait agar semua pihak merasa memiliki tatapengaturan pemerintahan.
4.2.1.2 Membangun Tim

Tim yang dimaksud adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh konstitusi dalam rangka membantu tugas-tugas kepala daerah, visi misi yang masa dalam membangun daerah. terkait dengan hal tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpendapat bahwa:
“…. Menurut saya kepala daerah saat ini baik itu Bupati maupun Wakil Bupati adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi kami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama bagi saya pribadi, mereka berdua selalu memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan tugas terutama untuk kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Dalam pengambilan keputusan dalam segala hal mereka selalu meminta keputusan dalam segala hal mereka selalu meminta saran dan selalu menrima saran yang diberikan demi Bolaang Mongondow Utara yang lebih maju. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini terjalin dengan baik, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat terlaksanan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah 12 November 2021)

Dalam rangka membangun tim kerja daerah yang solid, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda mengatakan bahwa:



“… Menurut saya Kepala daerah adalah panutan inspirasi pegawai dari segi prilaku, tindakan sosok seorang Pepimpin. Kordinasi dalam setiap Instansi antara kepala daerah berjalan baik tentu untuk program terkait dari tiap tiap Instansi yang akan di kerjakan. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda/12 November 2021)

Tanggapan yang hampir sama juga diutarakan oleh Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Setda, yang mengatakan bahwa:
“… Bapak Bupati sangat menginspirasi para pegawai khususnya saya, banyak hal yang membuat saya menjadi lebih baik dengan kebijakan-kebijakan yang di terapkan dikalangan pegawai di Bolaang Mongondow Utara. Cara dia mengispirasi mungkin dengan kepribadiannya yang disiplin, serta mengayomi kami para pegawainya. Bentuk koordinasi antar instansi melalui konsensus yaitu melalui motivasi sebagai kepentingan bersama, saling membutuhkan / membantu dan melalui ide, serta koordinasi melalui pedoman kerja, tukar menukar informasi. (Wawacara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Setda/12 November 2021)

Kepala daerah berkedudukan sebagai wakil pemerintah disetiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam kedudukannya kepala daerah provinsi disebut gubernur bertanggung jawab kepada presiden, untuk wilayah kabupaten yang disebut bupati dan kota yang disebut walikota dapat bertanggung jawab kepada gubernur. Terkait dengan hal tersebut Staf Bagian Pemeritahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:
“… Beliau menjadi inspirasi banyak orang mungkin terutama di kalangan pegawai karena intensitas pertemuan yang lebih sering dengan pegawai di bagian SETDA, dia mengispirasi kami dengan kepemimpinan yang termasuk berhasil terbukti dari penghargaan yang diterima 5 (Lima) kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di bidang keuangan Menurut saya koordinasi antar instansi di daerah ini cukup baik, tetapi tidak jarang juga sering terjadi overleving, benturan karena misi pendekatan program atau focus program berbeda.(Wawancara dengan Staf Bagian Pemeritahan/14 November 2021)



Fungsi kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sendiri utrusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam buku Dr. Fatma Ngabito Work Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggra manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik dan administrative, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and politikial frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. United Nations Development Program (UNDP) (1997) mendefinisikan governance sebagai berikut; “governance is the exercise or economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social, sohesion, integration, and enusurethe well-being of ther population”. (kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan  dibidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).



Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, dan didukung oleh beberapa pendapat para ahli maka peneliti berkesimpulan bahwa Kepemimpinan pada dasarnya tidak bisa berjalan sendirian.
4.2.1.3 Pemberian Motivasi
Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah mengungkapkan bahwa: “…  Motivasi  yang  diberikan  oleh  kepala  daerah  di  Kabupaten
Bolaang   Mongondow    Utara    saat    ini    adalah    pemberian Tunjanga
Tambahan Penghasilan (TTP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada setiap tahunya selalu ditingkatkan untuk memberikan motivasi kerja, sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah 12 November 2021)

Lebih lajut terkait dengan beberapa inovasi yang dilakukan Pimpinan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Setda manambahkan bahwa:
“… Kepala daerah selalu memberikan motivasi untuk melaksanankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing masing pegawai.Daerah sudah banyak melakukan Inovasi seperti dalam pembangunan Infrastruktur dalam bidang Pariwisata seperti Pantai Wisata Batu Pinagud, Transportasi sperti Terminal Tipe A dan Pelabuhan di desa tuntung. (Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ 12 November 2021)

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Setda mengatakan bahwa:
“… Motivasi kerja yang diberikan kepala daerah untuk kami stafnya baik secara moril dan juga secara materil contohnya pemberian TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) untuk pegawai yang tidak sering bolos dalam pekerjaan. Tentu bapak selalu berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman, bentuk inovasi tersebut salah satunya terlihat dari system keuangan pemerintah bolmut yang sudah menggunakan aplikasi kasda online untuk pengelolaan keuangan daerah. (Wawancara dengan



Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi Setda/14 November 2021)
Jika motivasi diberikan oleh pimpinan, maka bawahan akan bekerja sesuai dengan target sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. terkait dengan hal tersebut, Staf Bagian Humas Setda mengatakan bahwa:
“… Motivasi yang Bapak berikan kepada kami para stafnya yaitu mungkin cara kepemimpinan beliau yang mencerminkan sikap seorang pemimpin yang menghargai kami dan mengayomi kami. Inovasi yang bisa kami lihat saat ini yaitu banyaknya tempat- tempat wisata yang tadinya tidak tertata, sudah di perbaiki dan di perbaharui atau bisa dikatakan telah di sulap menjadi tempat yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut saya itu salah satu inovasi terhadap perkembangan zaman. Wawancara dengan Bagian Humas Setda/14 November 2021)


Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dan didukung oleh hasil wawancara dari berbagai informan, peneliti berkesimpulan bahwa Motivasi adalah suatu faktor pendorong yang ada didalam diri manusia untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas tertentu. Jika keinginan, kebutuhan dan harapan kerja seseorang bekerja dengan giat dan berprestasi, agar apa yang menjadi tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai.
4.3.1 [bookmark: _bookmark42][bookmark: _bookmark42]Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Mewujudkan Good Governance

Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah, selama ini didasarkan pada paradigm rule government (pendektan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan keijakan dan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyadarkan atau berlindung pada peratran atau perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas,



dewasa ini cendrung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimilikinya (kepentingan pemerintahan daerah), dan kurangnya memperhatikan prosesnya.
Berikut peneliti membahas masing-masing indikator rumusan masalah sebagai berikut:
4.3.1.1 Partisipasi

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Terkait dengan partisipasi pemerintah dalam pelayanan public, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengungkapkan bahwa:
“… Partisipasi pemerintah dalam mendukung program kemasyarakatan itu sudah banyak. Dari tingkat kabupaten sampai dengan desa. inovasi dalam patisipasi pemerintah itu misalnya 1) Gemar Cahting;
2) 2) SIP Desa; 3) Penerapan Laporan Kinerja Aparatur Negeri Sipil Berbasis Elektronik (aplikasi E-TTP); 4) Program Jelajah Desa; 5) Pendekar Sakti (Pemantauan dengan ketat ibu hamil beresiko tinggi); 6) Gemah Darting (Gerakan Mencegah Darah Tinggi); 7) Tunas Kurmah (Tuntaskan Kuman TBC di Rumah) . Dari berbagai inovasi yang tersebut diatas pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini menjadi salah satu nominator sebagai daerah terinovatif yang diselenggarakan oleh LITBANG KEMENDAGRI. (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah 12 November 2021)

Disamping itu Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan juga berpendapat
bahwa:

“… Menurut saya Bapak Bupati selalu kooperatif dalam mengambil bijakan apalagi terakit dengan pembangunan daerah. Iya pasti. Bpk Bupati itu setiap ada masukan dari pegawai itu walaupun aspirasi itu



bukan jadi tolak ukur dari beliau tapi itu menjadi parameter bagi Beliau. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan/19 November 2021)


Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2020).
Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2011) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang kemudian didukung oleh pendapat ahli diatas peneliti berkesimpulan bahwa Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



4.3.1.2 Penegakan Hukum

Hukum merupakan skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. Dalam konteks pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:
“… Hukum merupakan tatanan sosial manusia dalam membentuk pagar-pagar agar kita tidak keluar dari batas-batas. Terkait dengan penegakan hukum di Kabupaten Bolmut, disini kami pemerintah daerah tentu saja bekerja sesuai dengan aturan main yang berlaku. Begituhalnya dengan kebijakan bupati pasti akan menyesuaikan dulu regulasinya baru kami implementasikan. (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah 12 November 2021)


Ditempat lain peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Kelembagaan Setda yang menegaskan bahwa:
“… Kalo soal pertanyaan itu sudah pasti kami Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberpa OPD dalam proses pengambilan kebijakan harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Bapak bupati juga pasti demikian, dia akan selalu berkonsultasi dengan Sekda dan Biro Hukum. (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan Setda/12 November 2021)


Berdasarkan hasil wawancara penelti dengan informan dan kemudian didukung oleh berbagai pendapat ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa hukum merupakan tatanan sosial, sehingga akan menimbulkan kewajiban hukum umum, yaitu perintah daerah kepada individu untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks penerapan Good Govenrnance Di Kabupaten, penerapan hukum tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan



Daerah. Disini menegaskan apa yang menjadi letak perbedaan kewenangan pemerintah Daerah, Pemreintah Provinsi maupun Permerintah Pusat.
4.3.1.3 Transparansi


Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan bentuk transparansi kepala daerah, mengungkapkan bahwa:
“..Bentuk komitmen transparansi kepala daerah salah satunya adalah transformasi kelembagaan dalam bentuk publikasi data kinerja melalui Webside resmi pemerintah daerah. Selain itu website, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga memberikan sarana informasi kegiatan dengan membuat pamphlet dan Baliho sebagai media informasi kepada masyarakat. (Wawancara Dengan Sekretaris Daerah 12 November 2021)

Selain peran pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mewujudkan Good Governance, dikomentari oleh Kabag Kelembagaan Setda yang mengatakan bahwa:
“… Kalau dari segi transparansi, saat ini kita sudah berjalan. Kita sudah berjalan dengan sistim online. Hanya saja tinggal masyarakat kita yang bagaimana. Respon masyarakat sejauh ini masih belum mau memulai. Jadi transparansi bertujuan untuk tidak ada lagi masyarakat yang bersentuhan dengan layanan manual. (Wawancara dengan Kebag Kelembagaan Setda/12 November 2021)


Berdasarkan pandangan para ahli diatas peneliti berkesimpulan terkait transparansi pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus memiliki nilai budaya keterbukaan sebagai salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik harus dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu agenda dalam program



reformasi birokrasi dalam mewujudkan Good Governance dalam arti para pengguna layanan dapat memiliki akses atau kemudahan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dari berbagai aspek pelayanan publik secara mudah, cepat dan terjangkau. Untuk mewujudkan nilai budaya keterbukaan dimaksud masih banyak permasalahan dan kendala yang harus diatasi bersama-sama oleh pihak pemberi maupun penerima layanan.
4.3.1.4 Daya Tanggap

Daya tanggap pegawai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan di dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna adalah faktor kemampuan aparat. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai salah seorang masyarkat yang mengatakan bahwa:
“… Kemampuan aparat yang dimaksud sebagai faktor yang turut mempengaruhi terhadap efektivitas pelayanan tugas aparat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kurangnya kedisiplinan sebagai aparat dalam melaksanakan aturan system kerja sehingga terkadang mereka (aparat) masuk kantor dan pulang kantor tidak tepat waktu sehingga sangat menghambat masyarakat ketika datang untuk mendapatkan pelayanan atau kepentingan lainnya, mereka harus menunggu sampai berjam-jam. (Wawancara dengan masyarakat/14 November 2021)


Berdasdarkan hasil wawancara dan dipertegas oleh  Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diatas, peneliti berkesimpulan bahwa dengan kewenangannya, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdesentralisasi mampu menyerahkan sebagian urusan



pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintahan pusat yang lebih atas dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial.





[bookmark: _bookmark43][bookmark: _bookmark44]BAB V PENUTUP

5.1 [bookmark: _bookmark45][bookmark: _bookmark45]Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada Bab sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peran Kepala Daerah dalam mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan simpulan yang fluktuatif dari berbagai sub indikator diantaranya: a) Pengambilan keputusan Kepala Daerah menunjukkan sudah berjalan sebagaimana mestinya hal ini karena seluruh program pembangunan mengaju pada RPJMD Daerah; b) Membangun tim oleh kepala daerah menunjukkan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kepala daerah dimana komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah sudah berjalan baik; c) Pemberian Motivasi kepada pegawai menunjukkan sudah cukup optimal, dimana pemerintah daerah senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan kinerja.
2. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan simpulan yang fluktuatif dari berbagai sub indikator diantaranya: a) Partisipasi menunjukkan belum berjalan dengan optimal
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karena masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan ;

b) Penegakan Hukum menunjukkan sudah sesuai dengan kaidah regulasi yang berlaku; c) Transparansi menunjukkan sudah cukup optimal dimana pemerintah senantiasa memberikan informasi layanan dan pengaduan masyarkat melalui webside resmi pemerintah daerah; d) Daya tanggap menunjukkan belum maksimal, hal ini berdasarkan tanggapan dari masyarakat yang menyoroti disiplin kerja pegawai saat jam kerja masih berlangsung.
5.2 [bookmark: _bookmark46][bookmark: _bookmark46]Saran

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti jabarkan diatas, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan pemerintah daerah senantiasa memberikan banyak ruang bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
2. Diharapkan kepada Kepala Daerah ( Bupati ) agar senantiasa memperbanyak program pemberdayaan masyarakat agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat
3. Diharapkan kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar senantiasa professional dan menjaga disiplin kerja, karena hal terseut yang paling disoroti masyarakat.
 (
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LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

I. PENGANTAR
Dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, saya bermaksud mengadakan wawancara penelitian terhadap Bapak/Ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala darrah dalam mewujudkan Good Governance di Kabupten Gorontalo Utara. Berkaitan dengan itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pernyataan sesuai dengan pengalaman bapak/ibu
Pedoman wawancara ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri atau pengamatan Bapak/Ibu yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan dan peneliti menjamin kerahasiaannya. Jawaban Bapak/Ibu juga tidak akan mempengaruhi nilai Bapak/Ibu atau nama baik instansi, di universitas, maupun dimasyarakat.
Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih yang yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, September 2022 Hormat saya



AGUS AFIT MANANGIN
 (
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)



II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: ………………………………………….
2. Jenis Kelamin	:  Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	 S2.
III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum	Mengisi	pernyataan	berikut,	kami	memohon	kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


Wawancara ditujukan kepada pegawai dilinkungan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara
PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan
kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?


MEMBANGUN TIM

1. Menrut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?


PEMBERIAN MOTIVASI

1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN I


IV. BIODATA PENGISI
5. No. Responden	: Bpk. Sekertaris Daerah Kab. Bolaang
Mongondow Utara
6. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
7. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
8.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	 S2.	√ S3.

V. PETUNJUK PENGISIAN
3. Sebelum	Mengisi	pernyataan	berikut,	kami	memohon	kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
4. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


Wawancara ditujukan kepada pegawai dilinkungan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara

PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
3. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
4. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow Utara tentunya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta seluruh keputusan yang diambil terkait kebijakan pembangunan sudah direncanakan untuk lima tahun kedepan hal ini dilaksanakan secara berkala dari tahun pertama kepemimpinan hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati



Bolaang Mongondow Utara. Pada akhir masa jabatannya Bupati dan Wakil Bupati semua yang dituangkan pada Visi dan Misi InsaAllah akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.
2. Dalam hal pengambilan keputusan seperti yang dijelaskan pada point pertama tadi segala sesuatu yang dilaksanakan pada pengambilan keputusan, kepala daerah dalam hal ini Bupati tentunya selalu menerima seluruh masukan dari berbagai pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah sesuia dengan kebutuhan masyarakat serta tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

MEMBANGUN TIM

3. Menrut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
4. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?

Hasil Wawancara :

1. Menurut saya kepala daerah saat ini baik itu Bupati maupun Wakil Bupati adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi kami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama bagi saya pribadi, mereka berdua selalu memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan tugas terutama untuk kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Dalam pengambilan keputusan dalam segala hal mereka selalu meminta keputusan dalam segala hal mereka selalu meminta saran dan selalu menrima saran yang diberikan demi Bolaang Mongondow Utara yang lebih maju.
2. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini terjalin dengan baik, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat terlaksanan sesuai dengan apa yang diharapkan.



PEMBERIAN MOTIVASI
3. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
4. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :

1. Motivasi yang diberikan oleh kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini adalah pemberian Tunjanga Tambahan Penghasilan (TTP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada setiap tahunya selalu ditingkatkan untuk memberikan motivasi kerja, sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
2. Beberapa Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daera Bolaang Mongondow Utara saat ini adalah :
Nama Inovasi :
1. Gemar Cahting
2. Siap Jaga Desa
3. SIP Desa
4. Penerapan   Laporan	Kinerja	Aparatur   Negeri	Sipil	Berbasis Elektronik (aplikasi E-TTP)
5. Gedor IB (Gerakan door to door Intai Birahi)
6. Jelajah Desa
7. Balada KIA
8. Gemar Ceria (Gerakan Remaja Cerdas Peduli Anemia)
9. Bayi LDR (Lahir Dan ter-Registrasi)
10. Rabu Berbusa (Berbagi Buah Segar)
11. Pendekar Sakti (Pemantauan dengan ketat ibu hamil beresiko tinggi)
12. Gemah Darting (Gerakan Mencegah Darah Tinggi)
13. Tunas Kurmah (Tuntaskan Kuman TBC di Rumah)
Dari berbagai inovasi yang tersebut diatas pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini menjadi salah satu nominator sebagai daerah terinovatif yang diselenggarakan oleh LITBANG KEMENDAGRI.



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN II


II. PENGISI
1. No. Responden	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
Setda
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4. Pendidikan Terakhir  :   SMA.    Diploma.  √ S1.	 S2.


III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


Wawancara ditujukan kepada pegawai dilinkungan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara

PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Yaitu Metodenya Mengacuh Dalam RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) Kabupaten dan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang ) Semuanya terkait dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan di Daerah.



2. Iya. Karena Dalam satiap masukan dari para pegawai selalu menjadi tolak ukur untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dan kabijkan dalam pembangunan di daerah.

MEMBANGUN TIM

1. Menrut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?

Hasil Wawancara :

1. Iya. Harus Karna Kepala daerah adalah panutan inspirasi pegawai dari segi prilaku, tindakan sosok seorang Pepimpin.
2. Kordinasi dalam setiap Instansi antara kepala daerah berjalan baik tentu untuk program terkait dari tiap tiap Instansi yang akan di kerjakan.

PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Kepala daerah selalu memberikan motivasi untuk melaksanankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing masing pegawai.
2. Daerah sudah banyak melakukan Inovasi seperti dalam pembangunan Infrastruktur dalam bidang Pariwisata seperti Pantai Wisata Batu Pinagud, Transportasi sperti Terminal Tipe A dan Pelabuhan di desa tuntung,



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN III

II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan
Organisasi
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	√ S2.

III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat

PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Bapak Bupati menurut saya sangat bijak dalam mengambil keputusan, dengan mementingkan kepentingan daerah Bolaang Mongondow Utara, terlihat dari pembangunan di daerah ini sudah sangat baik dari sebelumnya, penerapan metode oleh bapak bupati mencakup seluruh cakupan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, dan ifrastruktur serta perekonomian yang cukup meningkat di daerah kabupaten Bolaang Mongondow utara.
2. Menurut saya Bapak sangat menerima masukan dari berbagai pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pembangunan daerah ini, tentu dengan mempertimbangkan baik buruknya, hal tersebut juga di diskusikan kembali untuk melihat apakah keputusan atau masukan tersebut berkompeten atau tidak untuk dilaksanakan di daerah ini.





MEMBANGUN TIM
1. Menurut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut ?

Hasil Wawancara :

1. Bapak Bupati sangat menginspirasi para pegawai khususnya saya, banyak hal yang membuat saya menjadi lebih baik dengan kebijakan- kebijakan yang di terapkan dikalangan pegawai di Bolaang Mongondow Utara. Cara dia mengispirasi mungkin dengan kepribadiannya yang disiplin, serta mengayomi kami para pegawainya.
2. Bentuk koordinasi antar instansi melalui konsensus yaitu melalui motivasi sebagai kepentingan bersama, saling membutuhkan / membantu dan melalui ide, serta koordinasi melalui pedoman kerja, tukar menukar informasi,.

PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Motivasi kerja yang diberikan kepala daerah untuk kami stafnya baik secara moril dan juga secara materil contohnya pemberian TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) untuk pegawai yang tidak sering bolos dalam pekerjaan.
2. Tentu bapak selalu berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman, bentuk inovasi tersebut salah satunya terlihat dari system keuangan pemerintah bolmut yang sudah menggunakan aplikasi kasda online untuk pengelolaan keuangan daerah.



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN IV


II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: Staf Bagian Humas
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.  √ S1.	  S2.

III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


Wawancara ditujukan kepada pegawai dilinkungan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara
PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan
kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Beberapa metode menurut saya yang Bapak Bupati lakukan dalam pengambilan keputusan di kabupaten ini, antara lain metode pengambilan secara konvensi, dimana para staf bupati berkomitmen untuk memberikan masukan dan mendapatkan solusi secara aktif yang di dukung semua staf dan dapat diterima, metode lainnya yaitu memberikan perintah, Bapak langsung memberikan keputusan dan perintah kepada stafnya.
2. Beberapa masukan menjadi pertimbangan Bapak, tapi tak jarang Beliau sering memberi keputusan dengan pemikirin beliau sendiri.



MEMBANGUN TIM
1. Menurut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?

Hasil Wawancara :

1. Beliau menjadi inspirasi banyak orang mungkin terutama di kalangan pegawai karena intensitas pertemuan yang lebih sering dengan pegawai di bagian SETDA, dia mengispirasi kami dengan kepemimpinan yang termasuk berhasil terbukti dari penghargaan yang diterima 5 (Lima) kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di bidang keuangan..
2. Menurut saya koordinasi antar instansi di daerah ini cukup baik, tetapi tidak jarang juga sering terjadi overleving, benturan karena misi pendekatan program atau focus program berbeda.

PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. 	Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Motivasi yang Bapak berikan kepada kami para stafnya yaitu mungkin cara kepemimpinan beliau yang mencerminkan sikap seorang pemimpin yang menghargai kami dan mengayomi kami.
2. Inovasi yang bisa kami lihat saat ini yaitu banyaknya tempat- tempat wisata yang tadinya tidak tertata, sudah di perbaiki dan di perbaharui atau bisa dikatakan telah di sulap menjadi tempat yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut saya itu salah satu inovasi terhadap perkembangan zaman.



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN V

II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: Kabag Organisasi
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	√ S2.

III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


Wawancara ditujukan kepada pegawai dilinkungan pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara

PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan ?

Hasil Wawancara :

1. Kepala daerah selalu mengacu pada RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang ) Kabupaten dan RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang )
2. Iya. Karena Kepala Daerah selalu memberikan ruang bagi pegawai untuk mengutarakan masukan tentu dengan masukan yang terkait pembangunan tersebut



MEMBANGUN TIM

1. Menrut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut ?

Hasil Wawancara :

1. Iya. Harus Karna Kepala daerah adalah panutan inspirasi pegawai dari segi prilaku, tindakan sosok seorang Pepimpin.
2. Kordinasi dalam setiap Instansi antara kepala daerah berjalan baik tentu untuk program terkait dari tiap tiap Instansi yang akan di kerjakan.

PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Kepala daerah selalu memberikan motivasi untuk melaksanankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing masing pegawai.
2. Sudah banyak inovasi yang di baut oleh kepala daerah seperti melengkapi pasilitas perkantoran dan kebutuhan kebutuhan para pegawai daerah dalam mewjudkan daerah yang maju dan berkompenten.



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN VI


II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: Staf Bagian Tata Pemerintahan
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4.  Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	√ S2.


III. PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Beberapa metode menurut saya yang Bapak Bupati lakukan dalam pengambilan keputusan di kabupaten ini, antara lain metode pengambilan secara konvensi, dimana para staf bupati berkomitmen untuk memberikan masukan dan mendapatkan solusi secara aktif yang di dukung semua staf dan dapat diterima, metode lainnya yaitu memberikan perintah, Bapak langsung memberikan keputusan dan perintah kepada stafnya.
2. Beberapa masukan menjadi pertimbangan Bapak, tapi tak jarang Beliau sering memberi keputusan dengan pemikirin beliau sendiri



MEMBANGUN TIM

1. Menurut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?

Hasil Wawancara :
1. Beliau menjadi inspirasi banyak orang mungkin terutama di kalangan pegawai karena intensitas pertemuan yang lebih sering dengan pegawai di bagian SETDA, dia mengispirasi kami dengan kepemimpinan yang termasuk berhasil terbukti dari penghargaan yang diterima 5 (Lima) kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di bidang keuangan..
2. Menurut saya koordinasi antar instansi di daerah ini cukup baik, tetapi tidak jarang juga sering terjadi overleving, benturan karena misi pendekatan program atau focus program berbeda.

PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Motivasi yang Bapak berikan kepada kami para stafnya yaitu mungkin cara kepemimpinan beliau yang mencerminkan sikap seorang pemimpin yang menghargai kami dan mengayomi kami.
2. Inovasi yang bisa kami lihat saat ini yaitu banyaknya tempat- tempat wisata yang tadinya tidak tertata, sudah di perbaiki dan di perbaharui atau bisa dikatakan telah di sulap menjadi tempat yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut saya itu salah satu inovasi terhadap perkembangan zaman.



LAMPIRAN II


TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN VII

II. BIODATA PENGISI
1. No. Responden	: Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
2. Jenis Kelamin	: √ Laki-Laki	 Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian	: ...............................................................
4. Pendidikan Terakhir :   SMA.    Diploma.   S1.	√ S2.


III. PETUNJUK PENGISIAN
5. Sebelum	Mengisi	pernyataan	berikut,	kami	memohon	kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
6. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat


PERTANYAAN! PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Bagaimana metode pengambilan keputusan kepala daerah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apakah Kepala Daerah mempertimbangkan masukan dari para pegawai dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan?

Hasil Wawancara :

1. Menurut saya Bapak Bupati selalu kooperatif dalam mengambil bijakan apalagi terakit dengan pembangunan daerah
2. Iya pasti. Bpk Bupati itu setiap ada masukan dari pegawai itu walaupun aspirasi itu bukan jadi tolak ukur dari beliau tapi itu menjadi parameter bagi Beliau.



MEMBANGUN TIM

1. Menrut anda apakah kepala daerah merupakan sosok yang menjadi inspirasi untuk bawahan? Bagaimana cara ia menginspirasi pegawai?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar intansi yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bolmut?

Hasil Wawancara :

1. Iya selalu memberikan inspirasi dan menjadi keteladan bagi para pegawai
2. Kordinasi dalam setiap Instansi antara kepala daerah berjalan baik tentu untuk program terkait dari tiap tiap Instansi yang akan di kerjakan.


PEMBERIAN MOTIVASI
1. Bagaimana bentuk motivasi kerja kepala daerah terhadap staf pegawainya?
2. Apa saja bentuk inovasi kepala daerah dalam menghadapi perkembangan zaman? inovasi dalam bidang apa saja?
Hasil Wawancara :
1. Kepala daerah selalu memberikan motivasi untuk melaksanankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing masing pegawai.
1. Sudah banyak inovasi yang di baut oleh kepala daerah seperti melengkapi pasilitas perkantoran dan kebutuhan kebutuhan para pegawai daerah dalam mewjudkan daerah yang maju dan berkompenten.
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Wawancara bersama Sekertaris Daerah Bolaang Mogondow Utara
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Wawancara Kepala sub bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur.
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Wawancara Kepala bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
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Setda.

Wawancara Kepala sub bagian Kelembagaan di bidang Organisasi
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Wawancara	Kepala	sub	bagian	Ketatalaksanaan	di	Bidang organisasi Setda.
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Wawancara Staf bagian tata pemerintahan.
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Wawancara Staf bagian tata pemerintahan.
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